arangkali tidak ada yang dapat
2 menyangkal bahwa salah satu
berkah dari reformasi adalah begitu
intens dan fragmentarisnya di-
niamika politik nasional kita. Bila di

‘masa sebelamnya, arah perkem-

bangan politik selalu terkendali,
sekarang tidak lagi. Karena se-
makin lemahnya dominasi pe-
merintah di dalam berbagai proses
pengelolaan politik akhir-akhir ini,
maka fenomena perubahan. dari
“atas? pun tidak.lagi menonjol.
Sebaliknya, bukan hanya watak
politik egaliter yang berkembang,
melainkan liberalisasi -dan ke-
majernukan telah menjadi-cir utama
dari kepolitikan Indonesia masa
_sekarang. Negara, bukan lagi satu-
satunya kiblat dan aktor politik
yang paling menentukan. Apalagi
setelah kemampuan negara di
dalam membiayai pembangunan

kian menurun, masyarakat batk

secata langsung maupun tidak telah - -
mencari sumber alternatifaya. .
Bersamaan dengan berkembangnya
teknologi komunikasi serta ke-

bebasan masyarakat untuk meng-

akses ‘informasi, muncullah ke-
sadaran p':oi_it'ii{ ‘batu tentang
petlunya menumbuh-kembangkan
sebuah fenomena politik yang kini
lebih dikenal sebagai demokrasi
dari “bawah’. Dengan mengandal-
kan kemajenuikan aktor dan'peran
serta:pengembangan Masyarakat
Madant (Civzl Sociery) dimulailah
sebuah transisi politik- dari
ototitatianisme menuju konsolidasi

- Selain diwarnai oleh kehadiran

‘pattai-partai politk baru, Pemilu di

Bra Transisi ini, telah berhasil
melahirkan tokoh-tokoh politik
vang bukan dari kalangan “darah
biru” atau “dinasti” tertentu.
Berkat adanya penyelenggaraan

! Ahli Peneliti Utama {APU) Bidang Peckembangan dan Perbandingan Politik LIPI, Sekarang
menjabat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya.




: __-j.kecungaan _terh 4 dap m‘afak

'__..un&

mnum bebas rahasm ;.ﬁ]ur dan
adil ini akan dxgunakan untuk

| kepala’.daerah’dl seluruh Indones1a

Sesuaidenganketentuanyangdxamr -
“dalam UU No 32 tahun’ 2004 -
tentangPemeﬁntahan Dietah, kita
‘akan ‘segera ‘mengakhiri pz:oses -

"permhhan Kepala Daerah dan
“Wakilnya yang selama ini dilakukan
‘oleh DPRD 'di*daerah” yang
bersangkutan: Selain karena

__"daulatan negara——dlbm kesempétaﬁ'
-'ﬁj_sepenuhﬂya untuk memilih secara
0 [angsung. Sementara prznéip )

, 'demokram perwakilan dipraktikan .
d: ampohnk keseharian.. . '

-Sebagzu sebuah fenomena

. .tentu saja menank untuk diberi
;;bebexapa catatan Pertama se-
';'bexapa ;auh dm akan bemnph%{am
positif
"dernokiasﬁ Kedua, permasalahan
2pa. saja_yang, seklran a_akan

politik baru, Pilkada Langsung ini

terhadap konsohdasx

menglmdangnya> Ketlga' Lagai—

percepat tran3131 pohuk 11:1?

Pilkada Langsung dan Konsoh—
+dasiDemokrasi o

Memang harus d1aku1-: ' 5"%&

Pilkada Era Reformasi yang




.....j._;menggunakan UU No- 22/ 1999.

Esuﬁgkir-fdaiam inekamsme seperu
“ind Aklbatnya Kepala Daerah

"teﬁ:pxhhﬁ‘ adalah ‘mereka yang '

mmdapat suara texbanyak sesuai
dengan azas, demokraﬁ mayontas
: (Mg;omgﬂam.rm Demangf)

Namun d:tduga terdapat ttga
pezsoalan muncul dan_ prakiik
' : "proseduml sep i di
atas Pertama, ada kecendéi'ungan
‘bahwa' pemilihan it lebih di-

' dasarkan pada kepcnﬂngan ;angka
pendek para anggo dewan di-
bandmgkan_ keperiuan demokram
yang sesunggﬁ}mya Karena beglm
besaxnya kepentlngan timbal balik
antara uang dan’ kekliasaan,
terjadilah manipulasivkedaulatan
rakyat yang sebelumnya-sudah
didelegasikan kepada pata wakil-
aya. Kedna, masih untung bilayang

besarn jkekuasaaﬂ DP-_-'
f '*Pﬂkadadén seian;utnya ]uga naslb '
'Kepala Daerahlewat LP_] (Laporan
'EPertanggung]awaban) maka’ ter—

terpilih adalah tokoh yang memiliki
‘kapasitas untuk memimpin dagrab-
' 5nya Yang ‘terjadi j ;usttu jauh;-daﬂ

-’pexsyamtan tersebut. Sebagaz '
| "akl‘atnya proses ttansisi-meanju

solidasi- demokras1 semakm

_ _--ZI‘d;perpan}ang Ketzga katf:na bcgatu

B dalam .

jadilzh penyelenggaraan peme~

'nntahan daerah yang udak ci1~

Eksekuuf'ti_ ‘huadap Leglslamf -

Kebahkan dengan era Orde Baru

kkan DPRD sebagai mstrumennya

(Execnrive Heany), belakangan
DPRDIah* yang’ ‘memanfaatkan

“Fksekiitif untuk mendemonstmskan
'powernya (Lﬁgzslatzw-H eag;:)

Baik Ex‘emtzw Hea@; maup_un

“.[ﬁgz;/afzw Hm@;, 3elas tidak sesuai
c_dengan prinsip-prinsip c demokrasal

Keduanya tidak memben J:uang

pada prinsip pengujian kedauiatan
.:ralxyat secara musni, mclamkaﬂ
_kedaulatan para pexmmpm Unmk
it perlu dicari cata baru yang
dapat mewujudkan kedaulatan
rakyat .yang sesungguhnya.




Terutama di dalam memilih
' peminzpin, sudah waktunya bagi

rekyat " untuk dihargai hak-hak
pohtiknya Konsekuensinya,
Pilkada langsung, mesti diterpuh
sebagai- alternatif terbaiknya, dan
aturan - perundangan baru sudah
dibuatanatuk mendukung keinginan
tersebut. Untuk 'sélén;utﬁYa se-
orang ‘calon’ kepala daerah tidak

 bisa lagi hanya berkongkalingkong

dengan_ anggota DPRD, melainkan
harusdenygan in@jz_dfitaé permhh di
daerahrrya bila ingin menang dalam

pemilihan. Ketka berkuasa, dia
pun tidak dengan miudah dljatuh-

kanolch dewan hanya karena tddak
ditetima Laporan Pertanggung

Jawabannyya (LPJ). Bahkan peran

penyelenggara Pilkada pun bukan
DPRD melainkan KPUD,

Sela.m 1tu dengan dlbenkannya
hak pilih- kepada rakyat secata
langsung, UUini ingin mendorong
lahirnya ikclim batu dalam penye-
lenggaraan pemerintahan di daetah
yang mengutamakan prinsip-
Prinsip demokrasi yang meng-
wtamakan keeterbukaan, kesetaraan
clan kemajemukan. Berkat kian
Euasnya mecdia exposure atas berbagai

penyelenggaraan pemetintahan
dewasa ini, pemerintah tidak -
mungkin lagi secara monopolistic -
dan hegemonic merekayasa proses
penyelenggaraan pemerintahan,
Partisipasi menjadi sebuah kata
kunci yang kini terdengar kian
kencang Dalam sistem politk yang -

demikian, bukan hanya pemerintah

saja yang berkuasa dan menentukan '_
(“How power is excervised” dan “How -
decisions are taken”), melainkan ; juga
bagaimana suara warga negara
&perlakukan (“How czz‘zqem bave fbezr

fffy)z

Dengan kata lain, dari sisi
politik, Pilkada secara langsung _
merupakan jawaban T yang pahng
meyakinkan di dalam menanggapi
pertanyaan “bagaimana suara
rakyat hendak dihargai. Kendati
proses pencalonannya maSIh harus
melewati pattai pohnk yang ada di
DPRD, pemilih diberi kebebasan
untuk menentukan pasangan calon
yang dikehendakinya. Prinsip hak
azasi politik, yakni “satu orang satu

suara dan satu nilai” (Ore Person One

Vote and One Value) sungguh-
sungguh tercermin di sana. Siapa
saja memiliki kesempatan untuk

2 Kutipaﬁ dari “The Institute on Governance, Ottawa Canada.




.-'.buka" ' hanya memenuhl cHteria:
secata‘miott Ative; melainkan juga:
-'empmk Kepex:luan kita sekatang:

| bukan hanya memperoleh ke~

_d;calqn_k_j Atapi perlu j juga di-

telusuti asal-usulhartayang dimiliki
‘_dan bagamana miemperolehnya.
Usnsure, yang: betsifat kedaerahan’

tidak: harus ditafsirkan®secara

semplt(baca putera dactah),
melainkan pasangan calon yang

‘mengenal dan berkomitmen untuk
membangun dacrah yang hendak
.d1p1mpmnya ‘Kemudian, bila
'mungkm pasanvan calon haruslah

‘tokoh ‘yang memiliki jaringanluzs

&engan kaiangan pebisnis. Dalam
‘era’ kompetisi-seperti sckarang,
‘mutlak’ dlperlukan watak keWira-
tsahawatian daricalony pennmpm

'(bmﬂm—!zke) D1 sampmg 1tu, semua

tcrwu}ud bﬂa KPU dapat rnenyusun
Tata Te;:tlb Pdkada dmgan bauk

serta: dllaksanakannya secara .
konsisten) Demikian’ pula halaya

Panwashy, mesti dapat menjalankan

'n;rg;_formal melamkan: e

;yang secaz:a ekonomls kuat yangf

3‘pegawa1 negem yang tcntu sa]
texikat oleh norma dan otganisasi

“fungsinya secaraoptimal; tanpi.

diintervensi=oleh “'berbagai.

-kepenungan pohnk yang ada di

yang berpihak pada negara.
- Akibatnya, mereka tidak memiliki
kebetanian unmukberbeda dengan
-kebi;akan pemerintah ‘yang
-mengembangkan ptinsip MOnNo-
-ioyahtas Beiakangan sejalan
:dengan pencapaian kemajuan di
‘bidang pembangunan pendldtkan
3:]umiah kaum ‘terdidik ‘semakin

banyak, dan menyebar tidak hanya

di pusat. pemermtahan Jakarta,
tidak lagi menjadi satu-satunya
‘dambaan mereka untuk mengabdi-

kan difi. Ditambah lagi dengan

berbagai persoalan kemasyarakatan
di sana, makinbanyak kaum cerdik

pandai yang tidak tertarik untuk
hijrah ke ibukota. Selain juga karena
keterbatasan pemennmh di dalam

menampung pasat kerja, tidak




o _j:_:sedﬂat 'dm'-mereka_ yang mencari

| .men]adz Tud
mendorong: ,,'Iahlmya bentuk
penyelenggaraan pemerintahan
yang desentralistik, Jika di masa laha
hanya' ':'l'efﬁbég'adémbaga formal
negata; (Legislauf -Eksekutif- dan
Yudikatif) yang djanggap, memiliki
legitimasi untuk: menentukan
politik bangsa di masa rcfozmaSI,
berkembang tuntutan untuk mem-
beri tempat kepada kekuatan lam
yang berasal dar1 masyarakat
yakm Kelompok Penekan (Pm:m
Graups) serta. Kelompok Ke-
pentingan’ (Izztm.rt Gronps). Dengan
pets sebagaa medlum ‘utamanya,
kekuatan non-negau:a int berusaha
untuk diperhnungkan sebagal
cabang kekuasaan yang baru (The
Foursh Estat). Kita semua menge-
tabui betapa dinamika politik
sekarang sangat diwarnai oleh

partisipasi kekuatan non-kon-
seperti Lembaga

vensional,

;Swadaya Masyamkat Orgamsam o

Profesaonal serta Asosmm—asosm
sor:lai—ekonoxm Iamnya

Kee:mp:;a.t:° adanya dukungan -

: .moral dan’ ﬁnansml dari Iernbaga-" i
tettentu terhadap setiap usaha yang
’dltu;ukan untuk membangun

'_demokram di tanah air Di masaj S

T Ya'pa,rtmp as1___ ::_'__Ialu sangat musykﬂ terjadi bahWa :

lembaga-iembaga non-negara_ .

dapat secara bebas mendanai

kegiatan organisasi sosial yang
bertujuan untk mempengaruhl-_ .
pembuatan. keputusan. Posisi .
negara sebagai pembina politik, -
tentu akan dengan mudah mem-
binasakannya. Negara tidak akan
pernah wellzome tethadap setiap
kegiatan masyarakat yang pada
akhirnya bersikap kritis dan apalagi
merongrong fungsi negara. Resiko
betat akan ditanggung mereka yang
melakukannya. Hal ini jelas ‘tidak
berlaku lagi di era libetalisasi
politik seperti sekarang. Berbagai
macam kepentingan ikut menum-
pang proses liberalisasi tersebut..
Ada yang memang genuine (murni)-
berniat untuk membangun de-
mokrasi di tanah aif, tapi tdak
jatang pula yang sekedar ingin
menggunakan momentum ter-:
sebut. Tapi, tetlepas dari semua iru,




o "':"?yang. asti adaiah bahwa ada

. ‘kekuatan 'pendorong dan pcaaﬂk

 terhadap munculnya semangat -

- _membangun fata. pemetintahan
' --__';yangbaﬂr.. Semuanya didorong oleh
- keinginan. untuk: mempercepat
- _'.;proses reformasg__danmewu]udkan
hasl] .terbajknya agirakyat banyak.

'KEhmas kemgman untukj

.-._menmptakan rasa aman dan
stabilitas pohtik disatu pzhak, dan
'penyelenggaman Pilkada” secara

&pungkm bahwa dmamlka pohﬁk
yang ada” sekaxang sermgkah
menimbulkan was-was di semen-
tata pihak. Keﬁdakpastian "politik
telah’ menciutkan < niat ‘pata
pengusaha untuk mcngembangkan
“usahanya: Tidak adanya jaminan
politik berpengaruh sangat besat
tethadap iklim bisnis di negeriini.
Apalagi karena tiadanya preseden
usaha yang berakar pada market
mechanism, maka persaingan masih
dianggap ‘sebagai'sebuah budaya
dagang yang lurang meng Indo-
nesia. Bagi masyarakat pencari
kerja dan pekerja itu sendiri;
suasana ketidak pastian ini pun
sungguh dikeluhkan kesinam-

bungannya. Apalagi bila:model
politik 7oboeracy yang dijadikan

'andalannya maka akan memm---'- .

perbumk sn:uasz ketldak pastian

tersebut. Lemahnya basis sosial -
';mas;rarakat dalam berdemokrasl '
dikhawatirkan, tindakan massal

-dlanggap sébagai sebuah’ alasan
:pembenar Akibatnya proses

g -penyelcnggaraan pemeﬂntahan pun
‘tidak akan’ pernah stabil,"dan

keputusan yang dmmbﬂ tidak
didasarkan pada supremasx. hukum,

- melainkan tekanan massa. Dengan

kata lain, pelembagaan dan
proses demokrasi tidak akan
perniah menjadi kenyataan, bila
petkembangan: politikﬂya' di—
tentukan oleh kekuatan massa.
Lernahnya bas1s demok1351 dan
kepexcayaan pu‘ohk terhadap
scbuah lembaga tesmi dan d1~
pnnpm oleh tokoh tokoh yang
berpcngaruh teIah men}ad;t salah
sata masalah tambahan dalam
mempercepat konsohdam de-
mokrasi di tanah ait. Jadi, mcmang
benar, bahwa untuk sebuah
masyarakat yang sedang ber-
kembang seperti Indonesia, kita
bukan saja’ me_mpexsoaikan
“Apa” (What), tapi juga “Siapa”
(Who). Meski petaturan sudah
dibuat, masyarakat pada umurnnya
masih tetgantung pada siapa di




o _ :bahkperaturamtu Daﬁiam konteks-

nilah, Presiden dan Wakil Presiden
. pﬂxh'
'yang _-lu' mendapatkan arti
' sttategzsnya Bukan hanya dari sisi
: prosedumya saja yang demokratls
: meiamkan juga hasﬂnya di-
harapkan mem1l1k1 1eg1t1ma31

politik yang kuat, sehmgga '

betsama Parlemen yang. juga
Zegzizmafe Indonesia menjadi sebuah
negatabesaryang mulai merambah
cara-cara yang dcmoktans_:_dalam
mcnyelessiikan setiap persoalannya

Tantangan Pllkada Langsung

Harus c§1aku1 bahwa apa yang
dlkemukakan di atas barulah pada
tataran hipotet:s belum empmk

Dalam arti, masih per}u dipertanya-
kan lebih’ lan]ut seberapa jauh
korelasi’ ter]ach antara proses
pemilihan yang demokratis dengan
penyelenggaraan pemer.mtahan
yang juga baik. Apa ‘ada jaminan
bahwa kepala daerah yang dipilih
secara 1angsung oleh rakyat,

kemudian sungguh-sungguh 1 mem-
petjuangkan aspirasi 'pém'i].ih'ny'a

Sebab bias saja tetjadi bahwa' yang
terplhh hanyalah seorang tokoh
yang sangat popular dan kaya raya
serta berpengaruh, dan mengguna-

kan' semuanya hanya untuk

ferakyat 20. September 2004 -

merﬁénaﬁgkan pemilihan. S__cteiéh o
kekuasaan ditangan, dia- hanya
memperhankan suara DPRD
kemudian bersamanya melakukan'. :
kolu51 pohuk guna mengeksp101tas1 :

'kekayaan daerah yang dlp.tmpmya -

Klta memang masih miskm'

-pengaiaman dalam masalah ini. _.
Kecuali dalarn pemxhhan kepala i
~desa —yang sering disebut sebagai

contoh asli demokrasiIndonesia —
pengalaman memilih secara lang-.
sung kepala daerah dan wakilnya
memang sungguh-sungguh penga-
laman politik baru di tanah ais,
Namun karena semangatkonstitusi
kita mendorong pada Pilkada

secata langsung, maka betapapun

terlihat ada sejumlah ‘masalah
betrikut ini, kita tidak. boleh
mundut:

- Pertama, proses pencalonan
masih sangat terasa berkiblat pada
partai politik. Betapapun ada tokoh
daerah yang memenuhi criteria di
atas, tanpa didukung oleh partai
politik, mustahil dapat ikut dalam
Pilkada. Untuk itulah sejumlah
LSM berusaha melakukan judicial
Review atas UU No 32 tahun 2004
mengenai Pemetintahan Daerah ini,
dan ini berhasil dengan dikeluar-
kannya UU ‘No:6/2005 ‘yang




o ;:merupakan perba}kan atas UYUno

| _\32/2004{11%

_:Mulm. daﬁ pendaftaran sampa1
';kampanye memetlukan uang yang
~ tidak kecl ;umlahny'a ]ach ada
| ;kekhawatzran bahwa.yang ber-
poten51 unituk mengikut Pilkada
dan- memenangkannya hanyalah
mereka yang kaya.:Secara resni
memang sulit untuk mendapatkan
Ilarifikasi-dari dugaan tersebut,
namun-sudah menjadi rahasia
umuim bahwa setiap partat politik
memilikistarifnya sendiri untuk
dijadikan “perahu” oleh para bakal
calon kepala daerah dan wakil
metela. Besar kecilnya tergantung
pada konteks daerah masing-
masing serta tingkat persaingan di
antara para calon. Makin kaya
sebuah daerah dan makin banyak
perminatnya, harga sewa perahu
makin tinggi. Konon, p'a]jng sedikit
setiap calon diminta kontribusinya
untuk partai politik pendukung
minimal Rp 100 juta.. Itu bara
persyaratan administrative. Belum
lagi diperhitungkan biaya yang lain,
terutama untuk kampanye. Sudah
barang tentu, hanya mereka yang

‘memiliki sumberdana mencukupi- o

lah yang mampu untuk bersaing

dalam pilkada. Apakah sangcalon

memiliki dana pribadi. atau__dana

ipinjaman dan bahkan dibayarioleh
penyandang-dana, tidak begitu

relevandan tak mudah pula untuk

;membuktlkanny’a Yang pasti,

proses menuju pemilihan kepala
daerah akan diwatnai oleh per-
saingan untuk mendemonstrasikan
kemampuan finansial masing-
masing calonw o

" Ketiga, karena ketidak tahuan
atau ketidak pedulian pemilih, bias
saja mereka tidak memperhitung-
kan petsyamta;ﬁ ideal bagi seorang
pemimpin. Pengalaman menunjuk-
kat_i___bahwa penﬂ!i'_h kita, apa lagi
dari kalanga_n akar rumput, kalau
tidak pasif, petilakunya sangat
dipengarubi oleh elite atau tokoh
xri_asyar_akz_xt_ disekitarnya. Dalam hal
ini, apa yang disebut prinsip satu
orang suara satu dan satu nilai,
sébetulnya tidak terwujud, Dalam
situasi yang demikian, peran para
tokoh atau broker politik menjadi
sangat penting di dalam meng-
giting suara mereka. Lewat bet-
operasinya pengaruh uang dan
kampanye. dalam proses pilkada,
rakyat cenderung mengabaikan




: -:-aspe}{'. "spck yang 1deal darl sebuah _::-3:_-- .
SO prose pemllu __D_ ' mbah 1ag1__;.-

i :pmgmans dan pelmhh

Keempat karena banyaknyafﬁ'f' :
| .daerah yang hqrus melakukan,"
Pﬂl«_ada ‘boleh ;adl muizu jum:__:
mendataﬂg, penyelenggaman-
pemermtahan daerah akm ter -
ganggu. oleh hmgar—bmgarnya*
kampanye para pasangan calon,
kepala'daerah. Artmya pesia
politik: akan mewarnai dman'uka'._

' masyamkatdx semmlah daerah yang -
menggeiar pﬂkada Blsa d,tbayang—:'__-
kan,’ tahun, 2005 ini"saja: tidak
kurang dari 11 pr:ovmsu dan 220an4
kabupaten/ kota akan menggelar

pﬂkada Berqrn suasana kampanye
antar: kontestan akan “lebih

mewarnai aLmosﬁr “politk Iocal-
ketimbang kinerja pemerintah
dalam metijalankan ‘tugas urama-

nya. Masih untung bila semua bakal
ca_lo_;;_;, };.c;ijal_a daerah bersedia

mematuhi-aturan yang berlaku.

Yang sudah mulai terasa justru
sebahknya Diberbagai daerah kita
mendenga? adanya -sejumlah

Pasangaq bakai ca}om»ba%x_al cai oa
Le;;ala daer_ah yano f:elah mei?Jmkazi

ba-gl- P‘ﬂ?k%a_nﬂaﬂ Pﬁ?.&ad;?‘_ -S?lmmt; "

o

Keizma dalam 51tua31 yangf'if ;

demikmn bezbagfu kelompolei
kepentmgan dan calo. polmk akan ' *
sahng menjajakan. calonaya. dan,. -
‘seatimen politik local akan turnbuh_" '

kembah Jika. persamgan antar:_
pasangan berlangsung sangat tajam,

‘bukan mustahil akan memperkeruh

situasi di daerah. Sebagaimana te_l_a}i

disinggung di muka, selain karena

merupakan pengalaman pertama,
pilkada ini adalah sebuah proyek
politik bagi kalangan tertentu.
Semuanya berusaha secara mak-.
simal untuk memperjuangkan
agendanya. _Akibatnya,,__berbggai_
macam cata akan ditempuh. Dan

yang paling umum dilakulan di sini
adalah  eksploitasi sentimen




- _prfmordlal Ch antara ara pesa,mg i
. Baik atas nama Suku agarna atan’

_paguy'uban tcrtentu "semuanya’

: dlhalalkan bahkan seolah-olah

_ men] adi keharusan uﬂtuk dxlakukan--

_ 'oleh 31ap ' 'pun yang mgm menang- _.
' - rujukan’ empmk dalam penyeleng—.; '

'_ nya berbaga1 bentuk konﬂzk
“horizontal di’ daerah yang sedang
menyelenggazakan plli\ada

Keenam dalam kond131 per—:

ekonomian Indonesia yang_kura_ng
baik sepexti sekarang, biaya untuk
menyeienggarakan sebuzh Pﬂkada

terasa sangat mahal. Slapa pun yang'

menanggungnya past1 harus

berhitung secara cermat. Berapa:

anggaranyang harus dibelanjakan
pemerintah untuk menyeleng-
garalxan pilkada? Belum' Iagi dan

' mﬂSlﬂg-masmg calon O

| E’enump

Meski pun dihadapkan pada
sejumlah kendala, secara empitis
kekuatan pendorong akan muncul
sebagai pemenang. Pertama,
sebagaizﬁaﬂa ‘telah “disinggung di
depan, konstitusi kita secara
berangsur membenkan peluang

bagi bangsa ini untuk mewnjudkan

prmsxp prmmp negara’ modem
yang menghargai demokrasi dan:;:" '
penegakan hokum. Walau- pung_-
masih banyak kelamahan di'sana:’
sinii; ‘secata bertahap, UUD 1945
mulai secara konsisten dijadikan

: garaan negara R TR0

“Kedua, sebaga1 konsekuensi
dan.amandemen UUD 1945 dan.
penerapan yang relatif konsisten
darikonstitusi tersebut, belakangan
berkemb‘aﬁg lembaga-lembaga:
negara dan masyarakat yang
mengabdi:pada demokrasi serta:
penegakan hukum. Lahirnya
Mahkamah-Konstitusi, menjadi
sejarah tersendiri .dalam perkem-
bangan politik Indonesia mutakhir.
Dengan diperkuat oleh kian
besarnya peran Civéil Soczely — Pets,
kampus, dan kalangan professional
— . dalam pembentukan opini,
penyelenggara tidak mungkin lagi
dapat . secara’ arogan - men-
demonstrasikan. kekuasaannya
sebagaimana terjadi di. masa lalu.

' Ketiga, para politist yang lahir
belakangan pun sangat dipengaruhi
oleh pemikiran ini. Dalam azti,
sosialisasi‘dan internalisasi politik
mereka beérbeda dengan para
pendahulunya. Yang disebut




7d. Zaoﬁmg)_ _quauﬁ_pun
]umlahnya masih sangat terbatas,

tapi dalam ]angka panjang, akan
berpengaruh terhadap proses.

' rekfutmen para calon anggota
Iemeiatwe d1 masmg«masmg pariai
pohuk a ;

Keempat, untuk meﬁguiangi
dampak negatif dasi persaingan
atar elite politik local dalam
mempesjuangkan kepentingan
mereka, petlu dibangun dialog
yangintensif baik antara pimpinan
formal dan non-formal maupun
intra tokoh politik local sendiri
yang berbeda iatar belakangnya.
Dialog dan komunikasi politik
tersebut diharapkan akan mem-
perdekat jarak antar berbagai
kekuatan yang ada. Tanpa semangat
untuk membangun komunikasi
tersebut, suasana ketidak percayaan
yang akan muncul. Akhirnya,
disinformasi serta nais-komunikasi
akan berperan di dalam mem-
bangun massa. Jadi bukan pelem-
bagaan demokrasi yang muncul,
melainkan show of forces.

Kelirna, teladan para pemimpin

untuk dapat hidup sederhana dan

o belakancran lebih bexorimtam ke -
77l oémé) sementam' serta orang yang, dlpimpinn _
] 1t - Hentikan tetorika,dan gantikan

.dengan | kei;a Meski Sedlkl‘t._i :

bmempam teihadap namb pubhg'- S

hasﬂnya tapi lama kelamaan akan -

terasa manfaatny_a Kampanye dan

materi kampanye para Pasangan

-:_Caion Kepala Daerah, harus
-mc—:mlhiﬂ normtmen pada pendzd_t—' _
kan politik dan perbaikan kesejah-

teraan masyarakat. Hindard beatuk '.

kampanye yang bernada pamer \
kekayaan dan kekuatan, serta
menggantikannya dengan kam-
panye yang memperhatikan etika

dan moral politik. Mater kampanye * -

mestinyz lebih operasional. Iamesd
dapat menjawab pertanyaan
“bagaimana hendak dilakukan’
(Flow fo db), bukan sekedar “apa
masalahnya” (W har 1o do).

Namun, sebelum kita memasang
hatapan tetlalu tnggi, sebaiknya
perhu lebih realistic dalam mema-
hami kenyataan. Sealnya, bila
ekspektasi kita tetlalu tinggi,
frustrasi akan menjadi bayarannya
manakali keinginan tersebut tidak’
tercapai. Bagi penulis, inilah
Indonesia sekarang, Khususnya di
daerah yang skala persoalannya
jauh lebih kecil, mestinya jauh lebih
mudah untuk menjalankannya.




 Siapa tahu, melalui Pilkida secara
'1angsung, _kxta akan dapat melihat
dia“ tu}ua'n it dapat sekaligus
dic_:apax demokratisasi pohtl__k__ dan

peayeicnggaraan pemermtahan. -

dderahnya dilakukan secara’ ‘baik,

‘dan bersih dati- praktek korupsx

kolusz dan nepot{sme (KKN)

#**w






